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ABSTRAK

Zilan Rahadatul Haisy : Tinjauan Pengelolaan BPHTB Dalam
Meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman

Dosen Pembimbing : Thamrin S.Pd, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, mengumpulkan data dari laporan keuangan daerah, dokumen kebijakan,
dan wawancara dengan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan BPHTB yang efektif dan efesien dapat meningkatkan PAD secara
signifikan. Faktor-faktor seperti penegakkan hukum yang ketat, transparansi
dalam proses administrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya BPHTB dalam penerimaan daerah. Dengan demikian, strategis yang
diberikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BPHTB, termasuk
pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan pelatihan berkelanjutan
bagi petugas pengelola. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi pengambilan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan BPHTB untuk
meningkatkan PAD kabupaten Pasaman.

Kata Kunci : Pengelolaan,BPHTB,PAD.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Otonomi Daerah di Indonesia, bagi pelayanan publik dan jasa,

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan pendapatan

negara yang memiliki peran sangat besar untuk kemajuan suatu negara.

Pajak diperoleh dari iuran masyarakat yang diwajibkan dan dikelola oleh

Direktorat Jendral Pajak (DJP).Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menurut (Marihot, 2016) Pajak Daerah adalah iuran yang

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Ramadhan,

2019).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah

di Indonesia meliputi, Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak

yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta

pajak rokok. Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak

yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,

pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak

parkir, pajak air tanah, pajak sarang wallet, pajak bumi dan bangunan
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perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB).

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,

PBB sektor perkotaan dan pedesaan dan BPHTB yang tadinya merupakan

pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah. Pajak Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan atau yang biasa dikenal dengan BPHTB BPHTB

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pajak BPHTB ini didasari dengan landasan hukum UU No 20

Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Pajak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas

tanah dan atau bangunan, dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011

yang selanjutnya sudah diresmikan dan dialihkan dari pajak pusat menjadi

pajak daerah. Tetapi di kantor BAKEUDA Kabupaten Pasaman baru

diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014, sehingga wajib pajak yang akan

melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi

properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota setempat.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan kepada pemilik lahan. Sedangkan Perolehan Hak atas Tanah dan

atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
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mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang

pribadi atau badan (Prakoso, 2024).

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah

Kabupaten Pasaman mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

Masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, diberikan

layanan public tertentu di lingkungan pemerintah daereah.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2023.

Tahun Target

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Persentase

2021 92.204.066.192 100.849.382.574 109,38%

2022 87.863.875.634 91.246.783.519 103,85%

2023 125.312.089.171 104.987.144.661 83,78%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman (2024)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa data realisasi penerimaan

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2021-2023 di Kabupaten Pasaman

masih ada yang belum memenuhi target. Dimana tahun 2021 persentase

penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 109,38% yang artinya sudah

memenuhi target yang sebelumnya sudah di tentukan. Tahun 2022

persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 103,85% yang

artinya masih melebihi target yang sudah di tentukan, walaupun lebih kecil

dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2023 persentase penerimaan
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Pendapatan Asli Daerah di mana 83,78% yang Dimana paling tinggi

penerimaannya tetapi tidak memenuhi target.

Tabel 1. 2 Data Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Pada Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2023

Tahun Target

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Persentase

2021 600.000.000 550.439.286 92%

2022 850.000.000 930.739.982 109%

2023 1.300.000.000 1.207.246.649 93%

Sumber: Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

(2024)

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa data realisasi penerimaan

pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari tahun 2021 –

2023 setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Dari data

tersebut pada tahun 2021 realisasi terhadap target penerimaan BPHTB

92% itu artinya realisasi tidak memenuhi target yang diharuskan. Pada

tahun 2022 realisasi terhadap target penerimaan BPHTB melebihi target

yang diharuskkan yaitu mencapai 109%. Dan pada tahun 2023 mengalami

penurunan Kembali terhadap target yang diharuskan yaitu mencapai 93%.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai target dan realisasi

penerimaan BPHTB, BAKEUDA Kabupaten Pasaman terus menaikkan

target penerimaan BPHTB sejalan dengan meningkatnya realisasi

penerimaan BPHTB setiap tahunnya. Tetapi target tersebut tidak selalu

tercapai 100%. Pada tahun 2021 pencapaian realisasi mengalami
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penurunan yaitu hanya 92% dan di tahun 2023 sebesar 93%. Hal ini dapat

disebabkan karena kurangnya wajib pajak yang mengajukan dan masih

kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai pajak Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut.

Dengan adanya data laporan ini dapat diketahui bahwa terjadinya

kenaikan serta tidak tercapainya target penerimaan pajak BPHTB yang ada

di Kabupaten Pasaman setiap tahunnya merupakan pengelolaan pajak yang

belum optimal. Kendala tersebut dapat terjadi karena factor internal dan

eksternal dari Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh pada

kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya

secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, kendala saat melakukan

pendaftaran BPHTB dalam menentukan nilai NJOP dan nilai pasar jika

wajib pajak melakukan kecurangan atau merekayasakan harga nilai pasar,

kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak BPHTB, serta kinerja

pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah

beperan penting dalam peningkatan PAD.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

mengoptimalkan pengelolahan BPHTB maka diperlukan adanya sebuah

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dalam

meningkatkan PAD. Berdasarsarkan uraian tersebut maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN

PENGELOLAAN BPHTB DALAM MENINGKATKAN PAD

KABUPATEN PASAMAN”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan BPHTB dalam meningkatkan PAD

Kabupaten Pasaman?

2. Bagaimana mekanisme dalam penentuan pemungutan BPHTB

sampai disetujui dan ditetapkan?

3. Apa hambatan pengelolaan pajak BPHTB pada pemerintah

Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan BPHTB dalam meningkatkan PAD

Kabupaten Pasaman.

2. Untuk mengetahui mekanisme dalam penentuan pemungutan BPHTB

sampai disetujui dan ditetapkan

3. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam pengelolaan pajak

BPHTB pada pemerintah Kabupaten Pasaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat menuangkan hasilnya

kedalam bentuk tulisan, serta menambah wawasan ataupun

pengetahuan mengenai tinjauan pengelolaan BPHTB dalam

meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman.
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b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam pengambilan Keputusan dan masukan dalam

penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan BPHTB

dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman.

c. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan

informasi yang bermanfaat, serta dapat menjadi acuan dan referensi

penelitian selanjutnya dengan topik yang
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan

BPHTB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman penulis dapat

menyimpulkan, bahwa:

1. BPHTB di Kabupaten Pasaman sudah dikelola dengan sangat baik

tetapi belum secara terstruktur dan proses bisnisnya belum di lakukan

secara maksimal sehingga ketetapan pajak nya cenderung lebih rendah.

Maka dari itu perlu melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu

karna terkait dengan sistem informasi BPHTB yang terbatas.

2. Mekanisme dalam menentukan nilai pasar pemungutan BPHTB di

Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah

(BAKEUDA) yaitu pertama, orang bagian survey mensurvey atau

datang ke lokasi untuk melakukan pendataan setelah berkas BPHTB

yang diajukan oleh Wajib Pajak (WP) ke BAKEUDA Kabupaten

Pasaman, setelah mendapatkan data orang bagian survey ini datang ke

koordinator survey, lalu ke kordinatot BPHTB untuk di cek, setelah di

cek baru turun ke penilaian yang dilakukan oleh bagian penilai. Disini

bagian penilai mengecek dan menentukan NJOP dan Nilai Pasar,

apakah sesuai dan cocok dengan data yang ada, yang telah diajukan

oleh Wajib Pajak (WP) pada saat melakukan pendaftaran BPHTB.

3. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Pasaman tersebut terdapat
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beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah kendala yang

berhubungan dengan wajib pajak, seperti kurang sadar dan pahamnya

wajib pajak terhadap peraturan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) dan terbatasnya sumber daya manusia yang

memahami masalah perpajakan, dan penyelesaian terhadap kendala-

kendala yang timbul umtuk yang menyangkut Wajib Pajak, maka

pegawai pajak seharusnya lebih mensosialisasikan tentang berbagai

macam pajak dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang

handal dan berintegrasi. Kemudian hambatan selanjutnya adalah Wajib

Pajak tidak mau terang-terangan memberikan kejelasan tentang harga

transaksi atas jual beli yang sebenarnya. Sehingga untuk mengatasi

kejadian tersebut bagian penilaian yang sudah di tunjuk, harus turun

kelapangan untuk melakukan survey mensurvey dan mengecek sebaik

mungkin agara tidak ada kecurangan dan kekurangan dalam pendataan

dan menentukan Nilai Pasar BPHTB.

B. Saran

Dalam pelaksanaan penelitian ini di Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Pasaman mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan kantor tersebut telah melaksanakan tugas – tugasnya secara

baik sesuai dengan ketentuan tang telah ditetapkan Pemerintah dan

Peraturan yang berlaku, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan

oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman agar

melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Bea
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Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selanjutnya, perlu adanya peningkatan kinerja para pegawai di

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman agar pelaksanaan

penerimaan pajak dan data -data pajak dapat terarah sesuai

ketentuan yang berlaku, serta memberikan pelayanan yang

lebih ekstra kepada para pembayar pajak yang lebih besar guna

mempermudah dalam penyampaian, menyetorkan dan

melaporkan pajak yang terutang.

2. Bagi Wajib Pajak perlu adanya peningkatan kesadaran akan

kewajiban dalam membayar pajak sehingga diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan BPHTB terhadap perolehan

pendapatan daerah di Kabupaten Pasaman untuk kepentingan

bersama agar pajak daerah dapat dilaksanakan dengan optimal

sehingga berdampak pada pembangunan daerah yang lebih

baik.
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